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FPEPATURAN DAERAH KOTA KuranGg
NOMOR : o3 TAHUN 2001
TENTANG

PENYIDIK PEGAWAT NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN vANG MAHA Esa
WALIKOTA KUPANG,

bahwa kewenangan Penegakan dan penyidikan terhadap
pelanggaran ketentuan—ketentuan Peraturan Daerah
dibutuhkan Fenyidil Fegawai Negeri Sipily

bahwa berdasarkan sertimbangan sebagaimana tersebut
pada  butir a distas perlu ditetapkan Peraturan
Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Undang—undang Nomar G4 Tahun 13958 tentang
Pembentukan Daerah~dasran Tingkat I Bali, Nusa
Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur ¢ Lembaran
Negara Tahun 1953 Nomor H1S . Tambahan Lembaran
Negara Nemar 1649 »;

Undang~undaﬂg Nomar 8 Tahunp 1974 tentang Pokak—pakok
Kepegawaian (Leabaran Negara Tatun 1974 Nomayr 355
Tambahan Lembaran Negara Nemer 3041) sebagaimana
telah diubah dengan UndangJUndang Nemor 43 Tahun
19399 tentang Perubahan atas Undang—undang Nomor 8
Tahun 1974 tentang Fokok-pokak Kepegawaian (Lembaran
Negara 1995 Nomar 169, Tambahan Lembaran Negara
Nomar 3830;

Undang—undang Nomar 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomay 7€,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 320397;

Undang—undang Nomar 5 Tanun 1996 tentang FPembentukan
Kotamadya Daerah Tingkat 17 Kupang (Lembaran Negara
Tahun 1995 Namor 43, Tamhahan Lembaran Negara Nomor
2633);

Undang—undang Noangr 22 Tahun 1993 tentang Pemerintah@ud//

Daerah (Lembarzay Negara Tahun 319399 Nomar 60,
Tambahan Lembaran Negara Momor 3833);

Undang—und&ng Nomor 23 Tabhun 19399 tentang
Penyélenggara Negara ¥ana Rersih dan EBebas dari
Korupsi, Keolusi dan Neootisme (Lembaran Negara Tahun

1993 Nomer 75 Tambahan Lembaran Negara Neomar 385103
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Peraturan Femerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang—-undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Tahun 1983 MNomor 326, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3258);

Peraturan FPemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan FPemerintah dan - Kewenangan Provinsi
sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3932);

Peraturan Pemerintah Nomor =z 101 Tahun 2000 tentang
Pendidikan dan Pelatihan Jabatan PNS (Lembaran
Negara Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 1019);

Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M. 18-PW.07.03
Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengusulan
Pengangkatan, Mutasi dan Pemberhentian Penyidik
Pegawai Negeri Sipils

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan
Pemerintah Daerah;

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-FW.07.03
Tahun 19€4 tentang Wewenang Penyidik Fegawai Negeri
Sipils g

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1929
tentang Pakaian Dinas Lapangan Penyidik Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daesrah;

Peratuiran Da=erah Neomor 15  Tahun 2000 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Ker ja Sekretariat
Daerah dan 3ekretariat DPRD Kota Kupang (Lembaran
Daerah Tahun 2000 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah
Nomor 71);

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
dan Lembaga Teknis Daerah Kota Kupang <(Lembaran
Daerah Tahun 20072 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah
Nomor 72)3

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Ker ja Kecamatan dan
Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor : 17,
Tambznnan Lembaran Daerah Nomor 73).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG TENTANG PENYIDIK
PEGAWAT NEGERI SIPIL. %I
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BAR 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

alam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kota Kupang;

Pemerintah Daerah adszlah Kepala Daerah beserta perangkat daerah
otonom yang lainnya sebagai: badan eksekutif daerahj

Kepala Daerah adalah Walikota Kupangj;

Penyidik adalah Pejabat Pclisi Negara Republik Indonesia atau
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang
khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikanj;

Penyidik Pegawai Megeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS
adalah Pejabat Pegawai NMNegeri Sipil .tertentu di lingkungan
Pemerintah Daersh Kota Kupang yang diberi wewenang khusus oleh
undang-undang untuk melakukan penyidikkan terhadap pelanggaran
Peraturan Daerah.

Penyidik POLRI adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalan pasal 6 ayat (1), huruf a
Undang-undang nomor 8 tahun 1981;

Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut PNS adalah Fegawai
Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 8
tahun 1974 jo Undang-undang nemor 43 tahun 1999;

Tindak Pidana adalah tindak pidana pelanggaran terhadap
Peraturan Daerah.

BAB I1
KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2
KEDUDUKAN

) PPNS berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota
melalui Asisten Tata Praja;

) Fantuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) Pasal ini, diatur dengan Keputusan Walikota.

Pasal 3
TUGAS

NS mempunvei tlgas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran
raturan Daerah.

Pesal 4
WEWENANG

tuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

raturan Daerah ini, PPNS mempunyai wewenang :

) Khusus terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang mengatur
xewenangan Pemerintah Daerah :
a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang

adanya tindak pidanaj;

b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian
dan melakukan pemeriksaanj;

-. menyuruh berhenti sesearang tersangka dan memeriksa tanda
pengenal diri tersangkaj; dV
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PPNS dalam melaksanakan tugasnya PPNS sebagaimana
Pasal 3 Peraturan

4

o

melakukanupenyitaan benda dan atau surat;

. mmmanpgil eepk derd dan i g e B
tersangka taw ExkiLy engar : dan diperiksa sebagai

g- mendatangkan orarg ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan
perkara;

h. ﬂ::?agzﬁa?dfsngggcgéag :enyidikan setelah mendapat petunjuk
perisbiwz tareahi. E ﬁa tidak terdapat cukup bukti atay
selanjutnye e, ukan merupakan tindak pidana dan

«uil penyidik memberitahukan hal tersebut
kepada penuntut umum, tersangka atau keluargannya;

i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat
dipertanggungjawabkan. -

Khusus egrhadap Peraturan Daerah ¥ang mengatur Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah :

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan
daerah dan retribusi agar keterangan atau laporan tersebut
re-;’-~2: lekih lengkap dan Jjelas;

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang
dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan daerah
dan retribusi;

€. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau
badan sehubungan dengan tindak " pidana perpajakan daerah dan
retribusij;

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen—dokumen
berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah
dan retribusij;

2. Melakukan - penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan, pencatatan dan dokumen—dokumen lain, serta
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan
retribusi;

" Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung
dan memeriksa identitas orang dan dokumen/atau yang dibawah
sebagaimana dimaksud pada huruf e;

h. Mematret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana

perpajakan daerah dan retribusi daerah;

i. Memanggil erang untuk didengar keterangannya dan diperiksa
sebagai tersangka atau saksig

J« Menghentikan penyidikang

k. Melakukan tindakan 1lain yang perlu untuk kelancaran

penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan

retribusi menurut hukum yvang dapat dipertanggungjawabkan.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya
kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
undang-undang nomor 8 tahun 18981 tentang Hukum Acara Pidana.

Pasal 5

dimaksud dalam
Daerah ini berada dibawah kocrdinasi dan

pengawasan Penyidik POLRI.
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BAB II1IX
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6
HAK

disamping hak—haknya sebagai PNS sebagaimana yang
dalam Undang—undang nomor 8 tahun 1974 Jjo
tahun 1999 dapat diberikan tunjangan

oleh Walikota dengan memperhatikan

(1) Kepada PPNS
ditentukan
Undang—undang nomor 43
yang besarnya ditetapkan
keuangan daerah;

(2) Beasarnya tunjangan
ini ditetapkan dengan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (12 pasal

Keputusan Walikota.

Pasal 7
KEWAJIBAN

tugasnya wajib =
apabila mengetahui, menerima laporan atau

pelanggaran terhadap FPeraturan

PPNS sesuai dengan bidang

a. Melakukan penyidikan
pengaduan tentang ter jadinya
Daerahj;

b. Menyerahkan hasil penyidikannya kepada Fenuntut Umum melalui

penyidik POLRI dalam wilayah huku

Membuat Berita Acara =etiap tinda

1) Pemeriksaan tersangkaj

2> Pemasukan rumah?®

3) Penyitaan barang;

4) Pemeriksaan saksis

5) Pemeriksaan tempat ke jadian.
4. Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam huruf c dikirim wepada

penyidik POLRI;
. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Walikota.

m yang samaj
kan dalam hal =

n
5

DAB 1V
PENDIDIKAN, PENGANGKATAN, MUTASI
DAN PEMBERHENTIAN PPNS

| 4
Pasal 8
PENDIDIKAN

PNS yang akan diangkat menjadi PPNS diharﬁskan mengikuti pendidikan
khusus, Yang dilaksanakan ~leh lembaga pendidikan POLRI sesuai

dengan peraturan pergndang—undangan yang berlaku.

Pasal 9

dikan diatur lebih

itan teknis pelaksanaan pendi
perundang—undangan

Hal—-hal yang berka
sesuai dengan peraturan

lanjut oleh Walikata
yana berlaku.

pasal 10
PENGANGKATAN

diusulkan S1eh Walikota kepada Menteri

melaluil Manteri Dalam Negeri;
kat menjadi FPNS adalah:

ur Muda Tingkat I (I11/b)

(1) Pengangkatan PPNS
Kehak iman dan HAM
(2) Byarat—syurat PNS yang dapat diang
a. gerendah-raendahnya berpangkat FPengat

(Gelongan 11/bJ)j5 ﬁ
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B Berpendidikar serendah—rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat
Atas;

¢. Ditugaskan di bidang teknis Operasional;

d. Telah lulus Pendidikan khusus dibidang penyidikan;

2. Daftar Penilaian Pelaksanaan Peker jaan (DP3) dalam 2 (dua)
tahun berturut-turut dengan nilai rata-rata baik;

f. Rerbadan sehat dan dibuktikan dengan keterangan dokter.

(3) Hal-hal yang bersifat teknis mengenai tata cara Pengusulan
Pe&ngangkatan PPNS diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pesal 11
MUTAST

FPNS yYang mutasi antara KPbupatEn/Kota dilingkungan Pemerintahan
Daerah, Keputus an mutasinya diterbitkan oleh Walikota dan
pelaksanaannya dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi
Daerah dengan mengirimkan tembusannya kepada Menteri Kehakiman dan
Hak Asasi Manusia.

Pasal 12
PEMBERHENTIAN

(1) PPUS diberhentikan dari Jabatannya karena :

a. Berhenti sebagai Pegawaiv Negeri Sipil sesuai pPeraturan
perundang—undangan yang beflaku;

b. Atas Permintaan sendiri;

€. Melanggar disipl:in kepegawaian berdasarkan Peraturan
perundang—undangan Yang berlaku;

d. Mutasi Pegawai Negeri Sipil;

e. Tidak memenuhi syarat sebagai PPNS;

Fa Meninggal dunia.

2) Pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal
ini, diajukan oleh Walikata dan dilaporkan kepada Menteri
Kehakiman dan Hak Asasji Manusia melalui Menteri Dalam Negeri
dan Otonomi Daerah.

3) Usul pemberhentian FPNS  harus disertai denagan alasan—alasan
yYang dapat dipertanggungjawabkan dan bukti Pendukungnya.,

o

Pasal 13

‘Putusan Pemberhentian PPNS diterbitkan oleh Menteri Kehakiman dan
k Asasi Manusia.

BAR v
KARTU TAnDA PENGENGL

Pasal 14

¢ ) PNS yang diangkat atau mutasi sebagai PPNS diberikan Kartu
Tanda FPengenal Ya&ng diterbitkan oleh Walikota melalui Kepala
Bagian Hukum;

( Masa herlakunya Kartu Tanda Fengenal sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) pasal ini, berlaky untuk jangka waktu 2 (tiga) tahun,
terhitung mulai tanggal dikeluarkannya;

L Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud adalah sebagai
berikut:

a. Bentuk empat persegi pPanjang;
b. Panjang 9,35 cm dan lebar 6,5 om; %
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c. Warna Kartu Tanda Fengenal PPNS Daerah bagian depan warna
putih dan bagian belakang warna hijau tua.
) Bentuk Kartu Tanda Fengesnal sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal
ini adalah sebagaimana uercantum pada Lampiran I Peraturan

Daerah ini.

Pasal 15

) Getelah habis masa berlaku Kartu Tanda Pengenal sebagaimana
(imaksud dalam pasal 14 ayat (2) Peraturan Daerah ini, dapat
diusulkan perpanjangannya kepada Walikota melalui Bagian Hukumj

') Perpanjangan Kartu Tanda Fengenal PPNS diatur lebih lanjut
dengan Keputusan Walikota;

}) Perpanjangan Kartu Tanda Pengenal PPNS harus diajukan
selambat—lambatnya dalam waktu 2 (dua) minggu sebelum berakhir
masa beristunva oleh Unit Organisasi FPNS kepada Walikota,

melalui Bagian Hukum.

BAR VII
SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN

Pasal 16

) PPNS sebelum melaksanakan tugasnya terlebih dahulu harus
diangkat sumpah/janji dan dilantik oleh Walikota atau pejabat
lain yang ditunjuk;

Tata Cara Fengambilan Sumpah/Janji dan FPelantikan dilaksanakan
sesuai Peraturan Ferundang-undangan yang berlaku.

BAR VIII
FENYIDIKAN

Fasal 17
fS‘yang telah dilantik, dapat melaksanakan penyidikan pelanggaran
raturan Daerah yang memuat ketentuan pidana di wilayah Daerah.
Fasal 18
tunjuk Tegnis penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah oleh FFNS
atur lebih lanjut olesh Wwalikota sesuai dengan Feraturan
rundang-undangan yang berlaku. )
Pasal 19

Liap F®NS dalam melakukan penyidikan dilengkapi dengan surat

“intah penyidikan dari pejabat yang berwenang atas nama Walikota. Z/
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BAR IX
FEMBINAAN

Pasal 20

Pembinaan terhadap PpPNg meliputi
4. Pembinaan umum;

b.

(32

Pembinaan Khusus.

Pasal 21

Pembinaan Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf a

Peraturan Daerah L, dilakukan oleh Menterij Dalam Negeri dan

Otonomi Daerah dalam hal ini Pusat Kajian Hukum dan Kebi jakan

Daerah Sekretariat Jenderal Departemen Dalam Negeri dan Otonomi

Daerah yang meliputi

a. Kebi jaksanaan bidang Pendidikaan / Pelatihan;

Bs Kebi jaksanaan Penyusunan pProgram;

i Rapat—rapat koordinasi.

Pembinaan khusus sebajaimana dimaksud pasal 20 huruf b

dilakukan oleh walikota, dalam hal inj Bagian Hukum dengan

instansi terkait;

Fembinaan khusus sebagaimana dimaksud ayat (Z) pasal ini

meliputi ;

a. Pembinaan teknis yuridis oleh Penyidik POLRT dan teknis
administratif ¢leh Bagian Hulcum g

b. Pembinaan nelaksanaan tugas—tugas “perasional.

BAR X
PRAKAIAN DAN ATRIBUT

FPasal z2

FPakaian Dinas FPNS  sesuai dengan pedoman dari Menteri Dalam
Negeri dan Otonomi Daerat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran
II Peraturan Daerah inig

Tata cara penggunaan pakaian Dinas PPNS sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut oleh Walikata.

EAB XI
FEMBIAYAAN

Pasal 22

Riaya pelaksanaan tugas—tugas penyidik pelanggaran Feraturan
Daerah Secara operasional di lapangan dibebankan pada APRD Kata
Kupang melalui Badan/Dinas/Unit Ker ja FPpPNS Daerah yang
bersangkutan bertugas;

Riaya pelaksanaan pembinaan teknis admlnistratif, kegiatan
PeNgawasan dan pengendalian peneqgalk  Peraturan Daerah dan biaya
Pengadaan Pakaian Dinas termas.k atribut PPNS Daerah di
bebankan pada APBD Kaota Kupang. 9{,
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BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22
’eraturan Daeral ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
‘gar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan

Jaerah 1ni dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kupang

LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2001 NOMOR : 29




L/ \MPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR : 5 TAHUN 2000
TANGGAL : 15 SEPTEMBER 2001
TENTANG : PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BENTUK_KARTU_TANDA RENGENAL PPN3,

Bentuk empat persegl panjang;

Panjang 9,5 cm, lebar 6,5 Cm;

Wara Kartu bagian depan putih dan bagian belakang hijau;
., Warna putlh memuat :

N oo

——————————————— ' KARTU TANDA PENGENAL
|  Pas Photo | PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

e, Warna hijau memuat :

- Nomor ! saslemewidisiieinsmiminie NIR guuinsmsmiwaen
- Nama R e R AN S 23 1 SR

~ Pangkat t S AR

- Jabatan T aia e e e e e e e der e e e ok -

- Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia




LAMPIRAN T

NOMOR 03 TAHUN 200]
TANGGAL : 15 SEPTEMBER 2001

PAKAIAN DINAS LAPANGAN PPNS UNTUK PRIA

TAMPAK DEPAN TAMPAK BELAKANG
L ) ‘%&
~ 1
r R 9
LI
6
10 =
KETERANGAN :
I. Topi Pet 6. Lambang KORPR]
2. Emblim PPNS 7. Ikat Pinggang
3. Tanda Khusus PPNS 8. Pajan Nama
4. Badge PEMDA . Bedge PPNS
5. Tulisan PPNS 10. Sepatu

o,

KUPANG ©&- «-

PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG

L ———
BT —————

T
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B. PAKAIAN DINAS LAp

TAMPAK DEPAN

KETERANGAN -
L.

2.

Tanda F husyg PPNS
Badge PEMDA
Tulisan PPNS
Lambang KORPR]

ANGAN PPNS UNTUK WANITA HAMIY,

TAMPAK BELAKANG

5. Papan Nama
6. Badge PPNS
7. Sepaw




LAMPIRAN T PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR  : 03 TAHUN 2001
TANCGGAL : 15 SEPTEMBER 2001

A. BENTUK T'OPl PET.

B. BENTUK FMBLIM PPNS.




LAMPIRAN 111 PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR  : 03 TAHUN 2001
TANGGAL : 15 SEPTEMBER 2001

A. PAKATAN DINAS LAPANGAN PPNS UNTUK WANITA

TAMPAK BELAKANG

9 =
4
9
g
7
10
KETERANGAN :
. Topi Pet 6. Lambang KORPRI
2. Emblim PPiiS 7. Tkat Pinggang
3. Tanda Khusus PPNS 8. Papan Nama
4. Badge PEMDA 9. Badge PPNS
5. Tulisan PPNS 10. Sepatu
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PENJELASAN

ATAS 5

PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG Lo
NOMOR : 03 TAHUN 2001

TENTANG

- PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

PENJELASAN UMUM

Penyidik Pegawai Neyeri sipil sesuai Undang - undang Nomor

8 Tahun 1981 tentang KUHAP  mempunyai wewenana melakukan
penyidikan sesuai dengan Undang - undang yang menjadi dasar
hukumnya masing - masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada

dibawah Koordinasi dan Pengawasan Penyidik POLRI.

Dan sesuai pasal 7:¢ Undang — undang Nomor 22 Tahun 1999
tentang Femerintahan Daerah bahwa keberadaan Penyidik Pegawai
Negeri Sipil menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah dan

ditetapkan dennan Peraturan Daerah, sehingga Penyidik Pegawai
Negeri Sipi} hanya mempunyai kewenangan melakukan penyidik
terhadap p=2langgaran Peraturan Daerah yang mempunyai sanksi
pidana.

Dalam rangka penegakan dan penyidikan pelanggaran
ketentuan—ketentuan Peraturan Daerah yang mempunyai sanksi
pidana, maka keberadaan Fenyidik Pegawai Negeri Sipil yang
mampu dan berwibawa sangat diharapkan.

Sanksi pidana yang diatur dalam Feraturan Daerah adalah
sanksi pidana pelanggaran, karena jenis tindak pidana yang
diatur dalam uUndang-undang Nomor 22 tahun 1999 diklasifikasikan
sebagai tindak pidana pelanggaran.

Dicamping itu syarat - syarat pengangkatan yang diatur
dalam Peraturan Daerah ini menyangkut pendidikan khusus, harus
dipenuhi untulk dapat diangkat sebagai secrang Penyidik Pegawai
Negeri S8Sipil sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997.

Dan sebagai pembinaan lebih lanjut terhadap Penyidik
Pegawai Negeri Sipil telah ditetapkan Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pakaian Dinas Lapangan PFPNS
di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 31 Tahun 1993 tentang Pelantikan dan Sumpah/Janji
Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan begitu pentingnya peranan Penyidik
Pegawai Negeri Sipil dar agar Fenyidik Pegawai Negeri Sipil
dapat beker ja dengan optimal perlu menetapkan Peraturan Daerah
Kota Kupang tentang Peny.dik Pegawai Negeri Sipil.



IT. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
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Pasal 1

Cukup jelas.

bertangcung jawab dalam bidang administrasi dan
pelaksanaan tugas.

Peraturan Perundang - undangan yang berlaku :

1. Undang - undang MNcmor 8 Tahun 1961 tentang Kitab
. Undang - undang Hukum Acara Pidana.

2. Peraturan Pemerintah Namar 27 Tahun 1983 tentang

Pelaksanaan Kitab Undang - undang Hukum Acara
Pidana.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di

Lingkungan Pemerintah Daerah.

4. Keputusan Menteri Kehakiman Nomar M-04.PW.07.03
Tahun 1983 tentang Wew=nang Penyidik Pegawai
Negeri Sipil.

5. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M—-05.PW.07.03
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengusulan dan
remberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

ayat (1) butir i
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Cukup jelas.
Cukup jelas.

Cukup jelas.

Hurof o Nomor Z) FPNS Daerah hanya
diperbolehkan masuk rumah, sedangkan tindakan
penggeledahan dilakukan oleh Penyidik POLRI.

: Yang dimaksudkan dengan pendidikan khusus
adalah pendidikan yang mengacu pada Keputusan
Menteri Kehakiman Nomar M-04-PW.07.03/84

tentang Petun juk Felaksanaan Pengusulan
Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik
Pegawai Negeri Sipil dan Petunjuk Teknis

Kepala POLRI  Nomar POL.JUKNIS/16/VII/1991
Tanggal 29 Juni 1991.

: Cukup Jelas.

:— Alasan FFNS Daerah diberhentikan dari
jabatanya mengacu pada Feraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1397 tentang
Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Daerah.

— PPNS Daerah diberhentikan dari jabatannya
atas permintaan sendiri dengan alasan
tertentu yaitu alasan yang dapat diterima
akal sehat dan dapat dipertanggungjawabkan.

— PPNS Daerah diberhentikan dari jabatannya
karena berakhirnya batas waktu sesuai syarat
— syarat PPNS Daerah, yaitu batas waktu
sesuai pasal 10 ayat (2) huruf a dan g
Feraturan Daerah ini.
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Pasal 12 :~ Yang dima.xsudkan dengan pembinaan umum adalah
pembinaan menyangkut administrsi pendidikan,
kepegawaian dan kesejateraan PPNS Daerah.

- Yang dimaksudkan dengan pemblinaan khusus
adalah pembinaan yang sifatnya teknis
operasional.

Pasal 12 s/d 17 : Cukup Jelas
Pasal 18 Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negerli
Nomor 4 tahun 13997 bahwa PPNS Daerah yang
telah dilantik dapat melaksanakan penyidikan’
pelanggaran Peraturan daerah sesual dengan
dasar hukum yaitu Peraturan Daerah yang
menjadl kewenangan dan wilayah kerja masing -
masing yaitu wilayah kerja yang ditetapkan
dalam Peraturan Daerah.:

s0

Pasal 19 s/4d 22 Cukup Jelas.

'. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR : 77




